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ABSTRAK 

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia 

bergantung pada tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap 

pemegang hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi dari pembebasan lahan masyarakat dalam pengadaan shortcut 

di Desa Antosari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum, yang secara 

formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu terus ditingkatkan perwujudannya secara 

konsekuen dan konsisten. Ganti rugi lahan masyarakat diberikan dalam bentuk uang, meskipun terkadang juga 

dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai yang setara dengan uang. Perlindungan hukum 

terhadap pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diartikan sebagai 

penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan 

tanah mengalami hambatan yang berasal dari masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat 

dan instansi, serta perbedaan keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum, Pembangunan Shortcut 

 

ABSTRACT 

Land has a very important meaning in human life because most of human life depends on land. This research 

aims to find out how legal protection of land rights holders and compensation payments from community land 

acquisition in the procurement of Shortcut in Antosari Village. This research uses empirical legal research 

methods. The results show that legal protection of people whose land is taken for the public interest, which has 

been formally regulated in legislation, needs to continue to be improved in its realization consequently and 

consistently. Compensation for community land is given in the form of money, although sometimes it can also be 

given in the form of goods or services that have a value equivalent to money. Legal protection of land rights 

holders in land acquisition for the public interest can be interpreted as respect for individual rights to land. The 

implementation of compensation in land acquisition experiences obstacles originating from the community due to 

differences in opinion between the community and the agency, as well as differences in desire to determine the 

form and amount of compensation. 

Keywords: Land Acquisition, Legal Protection, Shortcut Development 

 

I. PENDAHULUAN  

Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang tercantum di dalamnya merupakan karunia 

dari Tuhan Yang Maha Esa bagi warga Indonesia yang memiliki makna penting dalam membangun 

masyarakat yang adil dan makmur. Tanah memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia 

karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah (Litasari, 2015). Terdapat korelasi 

yang erat antara manusia dan tanah, dan tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memerlukan tanah, 

mengingat semua yang melekat pada tanah, seperti tumbuhan dan tanaman, menjadi bagian dari 

ekosistem tersebut (Diah, 2018). Hubungan tersebut akan berlanjut hingga manusia kembali kepada 

Pencipta, karena tempat ekspedisi terakhirnya melalui tanah. Kebutuhan akan tanah, baik oleh negara 

maupun warga, semakin meningkat tanpa disertai peningkatan luas lahan, sehingga menjadi masalah 

yang sangat penting. Permasalahan ini muncul karena adanya berbagai bentuk konflik kepentingan. 

Namun, tanah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian 

alam. 

Pembangunan nasional adalah cermin dari kehendak penduduk Indonesia, yang selalu 

dilandaskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk secara adil dan 
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menyeluruh, serta meningkatkan kualitas kehidupan warga dalam kerangka negara yang berdasarkan 

Pancasila (Teja, 2015). Dari usaha menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi 

penduduk, hingga tindakan universal negara dalam mengelola, mengalokasikan, dan menggunakan 

sumber daya alam untuk keperluan pembangunan guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi 

penduduk. Dalam rangka tindakan universal tersebut, penggunaan tanah harus dilakukan secara 

bijaksana dan terorganisir dengan baik untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan 

rakyat. 

Pembebasan lahan adalah aktivitas untuk memperoleh tanah dengan memberikan kompensasi 

kepada pemilik hak atas tanah atau mengosongkan dan menyerahkan lahan, termasuk bangunan, 

tanaman, dan benda-benda yang berada di dalamnya. Implementasi pembebasan lahan merupakan 

masalah yang kompleks karena melibatkan banyak tahap dan proses, serta adanya konflik kepentingan 

antara berbagai pihak. Konflik ini timbul karena adanya pertentangan antara kebutuhan pemukiman dan 

sumber mata pencaharian warga dengan kebutuhan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, yang 

harus diimbangi dengan pemberian kompensasi yang pantas dan adil kepada pihak yang terkena 

dampak. Perihal tanah ini sangat berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang kurang beruntung. Tanah 

juga memiliki nilai ekonomi dan peran sosial, sehingga kepentingan individu di atas tanah tersebut 

kadang harus dikorbankan demi kepentingan umum (Soimin, 2004). 

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk keperluan umum, serta 

semua peraturan terkait lainnya, telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Beberapa 

peraturan terkait pengadaan tanah dianggap belum mampu mengakomodasi kepentingan pemegang hak 

atas tanah dengan baik, sehingga sangat penting adanya perangkat hukum setingkat undang-undang 

yang kuat sebagai landasan hukum yang kokoh. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah 

mengambil langkah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah berharap 

bahwa dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, akan tercipta dasar hukum yang kuat untuk 

memudahkan pelaksanaan pembangunan sebagai kepentingan umum sambil memberikan perlindungan 

hukum yang memadai bagi pemilik hak atas tanah. Namun, perlu dilakukan analisis lebih mendalam 

terkait prosedur pengadaan tanah untuk mengatasi masalah ini dan sekaligus melindungi hak-hak 

penduduk yang memiliki tanah.  

Peran dalam UU yang disebutkan di atas, yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk 

memindahkan kepemilikan tanah dari pemiliknya ke pihak lain, harus dilaksanakan untuk kepentingan 

bersama dengan memberikan ganti rugi yang wajar. Para pemegang hak atas tanah diharapkan untuk 

mencapai kesepakatan melalui musyawarah dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

ini, demi menciptakan keseimbangan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur berdasarkan 

prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012, yang meliputi prinsip 

kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, 

kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.  

Jalan shortcut memiliki nilai yang sangat penting bagi kepentingan umum dan berdampak besar 

pada masyarakat sekitar maupun masyarakat umumnya, serta berperan dalam peningkatan daerah. 

Sebagai contoh, pembangunan jembatan shortcut di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, 

Kabupaten Tabanan, yang menghubungkan dua desa, yaitu Desa Antosari dan Bajera, selain untuk 

perkembangan ekonomi, juga bertujuan untuk memotong jalur berliku yang sering menjadi penyebab 

kecelakaan lalu lintas. Namun, seringkali terdapat kendala dalam hal pembebasan lahan, terutama 

dalam negosiasi pembayaran ganti rugi atas tanah yang akan diambil.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam konteks pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum, bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan shortcut di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan? 

 

II. METODE PENELITIAN  

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 

adalah metode penelitian hukum yang mengggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku 

manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan 

melalui survei langsung (Benuf & Azhar, 2020). Lebih lanjut, Sovia menjelaskan bahwa penelitian 

empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik 

maupun arsip. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, 
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perundang-undangan, dan konseptual. Dalam menentukan sampel, metode yang digunakan adalah 

purposive sampling dan judgment sampling. Metode purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono dalam Mukhsin dkk., 2017). Sedangkan 

judgment sampling adalah bentuk pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti (Narti, 2017). 

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki pemahaman mendalam 

tentang masalah dan dapat dipercaya sebagai sumber data.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

data primer, data sekunder, dan berbagai bahan hukum sebagai dasar kajian untuk memeriksa setiap 

permasalahan yang ada (Zainuddin, 2016). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara 

tatap muka di lokasi penelitian, yaitu Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, 

Provinsi Bali. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yang merupakan 

prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan pertanyaan yang telah 

disusun sebelumnya oleh pewawancara (Hakim, 2013). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen seperti laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis 

juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang termasuk dalam penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data melibatkan dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi adalah 

langkah awal yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum, termasuk penelitian berbasis empiris. 

Teknik pencatatan melibatkan penggalian dan penelusuran peraturan hukum dan literatur yang relevan 

dengan penelitian (Sari, 2022). Lokasi penelitian dipilih di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, 

Kabupaten Tabanan, karena pembangunan jalan shortcut telah dilakukan di sana. Hal ini membuat 

perlindungan hukum dan kompensasi bagi pemilik tanah dalam konteks pembangunan shortcut di Desa 

Antosari menjadi isu yang relevan. Setelah semua data terkumpul, analisis data dilakukan secara 

deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi data yang diperoleh untuk 

menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang mencerminkan kondisi yang 

terjadi di masyarakat (Farida, 2017). Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, dan dalam 

pembahasan selanjutnya, data tersebut akan diolah dan dianalisis. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum 

Harsono (2003) menyatakan bahwa UUPA sebenarnya tidak bertujuan untuk menambah 

pembatasan atau mengurangi kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan 

tanah yang mereka miliki, karena hal itu sudah merupakan bagian dari hak yang melekat pada tanah. 

Tujuan sebenarnya dari UUPA adalah untuk memperkuat kedudukan pribadi individu dalam konteks 

masyarakat dan anggota masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan dengan menyusun peraturan hukum 

yang tertulis dan memberikan surat tanda bukti pemilikan tanah melalui proses pendaftaran tanah. 

Hukum tanah nasional memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemilik hak atas 

tanah, di mana penggunaan dan pemeliharaan tanah harus didasarkan pada hak setiap individu atas 

tanah yang ditegaskan oleh Hukum Pertanahan Nasional (HPN) (Rejekiningsih, 2016). Kemampuan 

dan penggunaan tanah dilindungi oleh hukum dari gangguan, baik yang berasal dari sesama warga 

maupun pemerintah, selama gangguan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, 

jika tanah dimiliki oleh pemegang hak yang sah, setiap pembangunan yang diperlukan harus dimulai 

dengan rapat terlebih dahulu. 

Proteksi hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara umum dapat 

diartikan sebagai pengakuan hak setiap individu atas tanah. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab 

negara terhadap tanah milik individu atau entitas hukum adat, yang mengharuskan negara untuk 

memberikan jaminan hukum yang kuat dalam menjaga hak-hak individu atas tanah tersebut, sehingga 

memudahkan mereka dalam melindungi haknya dari gangguan oleh pihak lain (Sumardjono, 2005).  

Selain beberapa syarat yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

sebelumnya, terdapat berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang meliputi No. 15 

Tahun 1975, No. 2 Tahun 1976, dan No. 2 Tahun 1985. Isi dan ketentuan hukum dalam peraturan-

peraturan ini pada dasarnya mempertimbangkan secara seimbang antara kepentingan umum dan 

kepentingan semua pihak. Namun, terkadang terkesan bahwa hukum belum memberikan perlindungan 

yang memadai kepada semua pemilik tanah, yang seringkali terdiri dari warga miskin, disebabkan 

oleh pelaksanaan yang tidak selaras dengan semangat dan isi peraturan hukumnya. Dengan 

diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2012, perhatian lebih besar diberikan kepada perlindungan hukum 
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bagi pemilik hak atas tanah saat mengupayakan pembaruan hukum yang berkaitan dengan pengadaan 

tanah untuk pembangunan umum. Syarat-syarat yang mengatur perlindungan hukum terhadap pemilik 

hak atas tanah sudah jelas tercantum dalam pasal-pasal yang mengaturnya. 

Khusus dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dalam kegiatan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat kewajiban untuk memberikan kompensasi yang 

adil kepada pemilik lahan (Rahmadani, 2022). Salah satu bentuk perlindungan hukum lainnya dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah memberikan kesempatan untuk melakukan 

musyawarah antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum. 

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada 

pemilik tanah. 

Selain itu, ada regulasi lain yang mengatur jaminan kepastian hukum dalam hak atas tanah, 

seperti yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada 

para pemegang hak atas tanah, dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan tentang kekuatan 

pembuktian sertifikat tanah, yang diakui sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan UUPA. 

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum diharapkan dapat memberikan keadilan kepada warga yang terdampak oleh 

pembangunan, sehingga kehidupan mereka tetap terjaga (Kirana & Arianti, 2022). Selain itu, 

perlindungan hukum juga merupakan penghormatan terhadap hak setiap individu atas tanah yang 

dimilikinya sesuai dengan Hukum Pertanahan Nasional. 

 

2. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Shortcut di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat 

Kabupaten Tabanan 

Pembayaran ganti rugi hak atas tanah kepada masyarakat adalah tahapan pembayaran yang 

dimulai oleh pihak yang akan melakukan pembangunan kepada masyarakat yang mengalami kerugian 

akibat pembangunan tersebut. Penentuan nilai ganti rugi tanah secara fisik dilakukan dengan cara 

mengkalikan tanah dengan NJOP dan berhubungan dengan nilai tanah dan nilai pasar satu bidang 

tanah. Penetapan nilai nyata sebagai dasar perhitungan harga tanah dilakukan dengan tujuan mencapai 

kesejahteraan Bersama (Sagala, Habeahan, & Sidauruk, 2022). Pembayaran ganti rugi ini dilakukan 

untuk mengganti hak atas tanah yang dimiliki oleh warga yang akan digunakan untuk pengembangan. 

Dalam pembangunan shortcut, pembayaran ganti rugi atas hak tanah warga menjadi suatu 

keharusan jika pembangunan tersebut akan menggunakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat 

(Surjanti & Sanjaya, 2020). Pihak yang akan melakukan pembangunan harus memastikan bahwa 

pembayaran ganti rugi atas hak tanah warga telah dilakukan sebelum pembangunan dimulai. 

Pembayaran ganti rugi atas hak tanah masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di negara terkait. Biasanya, ganti rugi atas tanah masyarakat diberikan dalam bentuk uang, 

meskipun terkadang juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai yang 

setara dengan uang. Namun, dalam beberapa kasus, ganti rugi atas tanah masyarakat juga dapat 

diberikan dalam bentuk tanah yang memiliki nilai yang setara dengan tanah yang akan digunakan 

untuk pembangunan.  

Pemberian ganti rugi atas tanah kepada masyarakat dalam bentuk tanah harus didasarkan pada 

peraturan yang berlaku di negara tersebut, dan harus dilakukan setelah konsultasi dan kesepakatan 

bersama dengan masyarakat setempat. Pemberian ganti rugi atas tanah kepada masyarakat dalam 

bentuk tanah biasanya dilakukan jika masyarakat setempat memiliki kebutuhan akan tanah yang sama 

atau setara dengan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Namun, pemberian ganti rugi atas 

tanah kepada masyarakat dalam bentuk tanah harus dilakukan dengan hati-hati, karena tanah 

merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi masyarakat setempat. Prinsipnya adalah untuk 

memungkinkan penggunaan yang mungkin secara fisik, mematuhi hukum yang berlaku, 

mencerminkan nilai finansial yang adil, dan menghasilkan pendapatan yang maksimal.  

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan shortcut di Desa Antosari menghabiskan sekitar 

18 are tanah yang secara langsung terdampak oleh pengadaan shortcut, sementara sisanya hanya 

terkena pelebaran badan jalan. Dalam menilai ganti kerugian, proses evaluasi secara massal dilakukan 

dengan merujuk pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang diperkirakan berdasarkan nilai gejala 

rata-rata yang berlaku di setiap daerah nilai tanah. NJOP bangunan dihitung berdasarkan data 

pembayaran komponen bangunan. Perhitungan evaluasi massal dilakukan dengan menggunakan 
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bantuan komputer (Computer Assisted Valuation). Selain itu, juga dilakukan evaluasi individual, yang 

merupakan metode penilaian individu terhadap objek pajak dengan mempertimbangkan semua 

karakteristik khusus dari objek yang dinilai. 

Pengadaan tanah oleh pihak negara atau Pemerintah Daerah untuk keperluan pembangunan 

umum dapat dilakukan melalui metode pelepasan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah 

dengan memberikan kompensasi yang pantas dan adil kepada pihak yang berwenang (Butar dkk., 

2023). Di sisi lain, dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak swasta, metode yang digunakan 

biasanya melalui transaksi jual beli atau metode lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang 

terlibat. Jika kesepakatan dapat dicapai secara langsung antara pengembang dan pemilik hak atas 

tanah, kompensasi yang besar atau jenisnya dapat ditentukan dalam pertemuan. Namun, konflik dapat 

timbul jika proses yang sah tidak diikuti, pelaksanaan proses ganti kerugian tidak sesuai, atau jika 

prinsip keadilan tidak dijalankan. Hal ini sering terjadi terutama pada mereka yang terdampak oleh 

pelepasan hak atas tanah.  

Penentuan ganti rugi oleh tim penilai (appraisal) dalam konteks pengadaan tanah didasarkan 

pada informasi dan bukti yang disediakan. Harga tanah diestimasi melalui pendekatan nilai pasar 

(market value) atau nilai wajar (fair market value), yang merupakan nilai yang diperhitungkan untuk 

kepentingan pemilik tanah berdasarkan kesetaraan antara nilai pasar dan kepemilikan, serta 

mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin berupa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

pengambilan hak kepemilikan. Nilai wajar sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012. 

Nilai pasar yang diakui oleh Standar Penilaian Internasional (International Valuation Standards) atau 

Standar Penilaian Indonesia (Standar Evaluasi Indonesia) dihitung berdasarkan jumlah uang yang 

mungkin diterima dari suatu transaksi jual beli atau pertukaran kepemilikan, antara pembeli yang 

bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual dengan persyaratan transaksi yang biasa terjadi 

dan tanpa paksaan. Nilai Pasar memperhitungkan empat prinsip, yaitu untuk penggunaan yang 

mungkin secara fisik, sah menurut hukum, layak secara finansial, dan menghasilkan penghasilan yang 

wajar (Winarda, Mardiyanto, & Sutarni, 2021).  

Setelah tim penilai (appraisal) selesai melakukan penilaian, tim penguji akan menyusun daftar 

penilaian terkait dampak pengadaan tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, yang juga 

menjabat sebagai Ketua Pelaksanaan Penyediaan Tanah, akan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dalam pengadaan tanah untuk proyek jalan shortcut. Mereka akan segera 

mengadakan rapat dengan semua pihak yang akan menerima ganti rugi atas tanah yang terdampak 

oleh pembangunan shortcut di Desa Antosari. Proses pembayaran ganti rugi lahan masyarakat untuk 

pembangunan ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 

2 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi lahan masyarakat harus dilakukan 

secara adil dan sesuai dengan nilai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan, biaya 

pembangunan, dan jenis tanah yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar tidak timbul masalah di 

kemudian hari.  

Ganti kerugian dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain uang, tanah pengganti, 

permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Widiartha, S.H., M.H., yang dilakukan pada 

tanggal 28 Desember 2022, selaku Kepala Desa Antosari, terdapat beberapa kendala yang terjadi 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan shortcut di Desa Antosari. Kendala-kendala 

tersebut meliputi pencocokan dengan sertifikat asli tanah, protes dari masyarakat yang terdampak, 

masalah sertifikat yang masih digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank, permintaan ganti rugi 

biaya upacara keagamaan Hindu, penilaian harga pepohonan yang terdampak, permintaan ganti rugi 

bangunan (sanggah), dan perbedaan pendapat antara pemilik tanah. Dalam hal ini, perlu kesadaran 

dari warga pemegang hak atas tanah dan koordinasi yang baik antara instansi terkait untuk 

menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, perbedaan kebutuhan dan nilai ekonomi tanah juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi penentuan bentuk dan jumlah ganti rugi yang diberikan kepada 

pemilik tanah. 

 

IV.   KESIMPULAN DAN SARAN  

1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat diambil 

beberapa simpulan penting. Pertama, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam 
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konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki tujuan utama untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mungkin terdampak oleh tindakan pihak lain. 

Perlindungan ini bertujuan agar warga dapat memperoleh seluruh hak-hak yang dijamin oleh hukum, 

sehingga perlindungan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian upaya hukum yang harus diberikan 

oleh aparat penegak hukum. Upaya ini bertujuan memberikan rasa aman, baik secara mental maupun 

fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun. Kedua, dalam 

pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah, terdapat beberapa hambatan yang perlu 

diatasi. Hambatan tersebut berasal dari warga pemegang hak atas tanah, yang dapat disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai salah satu 

permasalahan utama. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan instansi terkait, 

serta perbedaan preferensi dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak 

yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena pemilik tanah cenderung memprioritaskan 

kepentingan pribadi dan nilai ekonomis tanah yang mereka miliki. 

 

2. Saran  

Simpulan yang telah dijelaskan di atas mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan. Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada pemegang 

hak atas tanah dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Negara sebaiknya berperan 

aktif dalam penerapannya dengan mengawasi pihak yang melepaskan tanah. Kehadiran pemerintah 

dalam pengawasan menjadi sangat penting agar lembaga yang membutuhkan tanah tidak sembarangan 

mengambil hak atas tanah milik warga tanpa memberikan ganti rugi yang adil dan seimbang. Selain itu, 

evaluasi ganti rugi harus dilakukan dengan cara yang adil dan menyeluruh untuk individu yang 

terdampak oleh pelepasan hak tanah, baik secara fisik maupun non-fisik. Pemerintah daerah perlu 

melakukan seleksi dengan baik dalam membentuk Tim Evaluasi Pengadaan Tanah dan 

menyelenggarakan pelatihan serta seminar-seminar agar anggota tim dapat memahami tugas mereka 

dengan baik. Hal ini akan memastikan kejujuran, transparansi, keadilan, serta ketidakpilih-pilihannya 

dalam pengambilan keputusan, sehingga proses Pengadaan Tanah dapat berjalan lebih baik dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, serta mengurangi kerugian yang mungkin timbul bagi semua pihak 

yang terlibat. 
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